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BADAI{ KTPEGAIPAIAIT NTGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2OL5

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

a. bahwa untuk memperoleh data Pegawai Negeri Sipil yang
akurat, terpercaya, dan terintegrasi yang mendulnrng
pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
kepegawaian Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukart
pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil dengan
memanfaatkan teknologi informasi;

b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana
dimaksud dalam hunrf a dilakukan melalui Sistem
Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-

PUPNS) yang dibangun Badan Kepegawaian Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang
Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri
Sipil Secara Elektronik Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48431;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9a\
Instmksi Presiden Nomor 3 Tahun 2OO3 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
Gouernment;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20
Tahun 2OO8 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor L9

Tatrun 2Ot4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 998);

2.

3.

4.

5.
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MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN UI,ANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN
2015.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pendata€rn Ulang Pegawai Negeri

Sipil Secara Elektronik Tahun 2OI5 adalatr sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkart
pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL5 NOMOR 786

gan aslinya
NEGARA

dang-undangan,

Haryomo Dwi hrtranto



I.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOI\4AN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL

SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2OT5

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara
Manajemen Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara
memiliki fungsi dan tugas antara lain untuk menyimpan informasi
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telatr dimutakhirkan oleh Instansi
Pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan
pengembangan Sistem Informasi Aparahrr Sipil Negara.

2. Untuk mendulnrng penyelenggaraan manajemen, penyimpanan,
pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparahrr Sipil
Negara berbasis kompetensi maka diperlukan database Aparatur Sipil
Negara nasional yang akurat.

3. Dalam rangka penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
berbasis Teknologi Informasi yang mudah diaplikasikan, mudah
diakses dan memiliki sistem keamanan yang terperc dyd, efisien, efektif
dan akurat, maka Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil perlu
dilakukan secara online dan terintegrasi antara instansi pemerintatr.

4. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pendataart Ulang Pegawai
Negeri Sipil secara elektronik pada tahun 2OI5 agil dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu diahrr mengenai
tata cara pendaftaran dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. Tujuan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini berhrjuan sebagai
pedoman bagr pejabat yarig bertanggung jawab di bidang informasi
kepegawaian untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan
terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem
informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang mendulmng pengelolaan
manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai sumber daya aparatur negara.

C. Ruang Linglimp

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini meliputi:
1. Prosedur Pendaftaran Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil;
2. Prosedur Pengisian Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil;
3. Prosedur Verifikasi Data;
4. Prosedur Administrator Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil; dan
5. Prosedur Barttuan Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil.
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il. PENGERTIAN

Dalam Peratura.n Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud
dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalatr warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik yang selanjutnya
disingkat e-PUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem
teknologi informasi yang meliputi tahap pemutaktriran data oleh setiap
PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi
pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

3. Data PNS adalah seluruh informasi PNS yang paling kurang memuat data
riwayat hidup, riwayat pendidkan formal dan non formal, riwayat jabatan
dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda
kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gqii, riwayat
pendidikan dan pelatihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat
keputusan, dan kompetensi.

4. Instansi Pemerintah adalatr Instansi Rrsat dan Instansi Daerah.
5. Hak Akses adalah kewenangan-kewenangan yang diberikan di dalam

penggunaan sistem e-PUPNS.

6. Login adalah proses untuk dapat masuk ke dalam sistem e-PUPNS
dengan memasukkan nomor register dari sistem dan kata sandi.

7. Kata sandi adalah rangkaian karakter bempa kunci yang harls dijaga
kerahasiaannya terhadap orang lain agar tidak disalatrgunakan.

8. Validasi data adalah kegiatan pemeriksaan pengecekan keabsatran
syarat/kondisi keakurasian data kepegawaian yang dilakukan oleh sistem
berdasarkan peratura.n kepegawaian yang berlaku.

9. Verifikasi data adalah kegiatan pembuktian kebenaran atau pemeriksaan
kembali berdasarkan data atau bukti lain yang berkaitan.

10. User Admin Sistem Instansi adalatr user yang bertugas sebagai
administrator disetiap instansi yang bertugas dan berwenang memberikan
wewenang kepada user verifikator sebagai pengguna sistem sesuai dengan
hrgas dan wewenangnya yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.

1 1. User Verilikator adalah user yang bertugas memverifikasi data pada setiap
tingkatan kewenangan.

12. User Exeantiue Instansi adalah user yang mendapat hak ahses untuk
monitoring dan laporan selama proses kegiatan e-PUPNS unhrk data di
lingkmngan kelembagaannya.

13. User Bxea,ftiue Badan Kepegawaian Negara adalatr user yang mendapat
hak akses untuk monitoring dan laporan selama proses kegiatan e-PUPNS
untuk data seluruh instansi.



-3-

III. PROSEDUR

A. PENDAFTARANPUPNS
l. Setiap PNS dalam melakukan entri PUPNS harus registrasi terlebih

dahulu sebagai otentifikasi PNS yang bersangkutan.
2. Pada saat melakukan registrasi, PNS yang bersangkutan

menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan membuat kata sandi
untuk mendapatkan nomor register.

3. Nomor register sebagaim4la dimaksud pada angka 2 digunakan
sebagai usemante yang digunakan bersamaan dengan kata sandi
untuk login ke dalam sistem e-PUPNS.

4. Nomor registrasi sebagai bukti registrasi/pendaftaran PUPNS disimpa.n
dalam bentuk file elektronik (.pdf) dan/atau dicetak dan digunakan
sebagai alat kendali penyampaian berkas fisik.

5. Bukti registrasi sebegieimana tersebut pada angka 3 dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yattg
merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.

B. PENGISIAN FORMULIR e-PUPNS
1. PNS harus login terlebih dahulu sesuai dengan nomor register

sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 unhrk dapat mengisi
pada formulir e-PUPNS.

2. Formulir e-PUPNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari
data sebagai berikut:
a. Data Utama PNS;
b. Data Posisi;
c. Data Riwayat;
d. Data untuk PNS Guru (hanya diisi oleh PNS Guru);
e. Data untuk PNS Dokter (hanya diisi oleh PNS Dokter); dan
f. Data StakehoLder, antara lain memuat Bapertarum, BPJS

Kesehatan, Kartu Pegawai Elektronik (KPE);
dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran
2 sampai dengan Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

3. PNS memeriksa keakuratan dan kelengkapan data pada formulir e-
PUPNS sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. Apabila data sebagaimana dimaksud pada angka 2 sudah akurat atau
Iengkap, PNS dapat langsung mengirim data untuk dilakukan prroses
verifikasi data.

5. Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, PNS
melakukan pemutakhiran data sesuai dengan keadaan sebenarnya.

6. Dalam pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 5, PNS
harus melampirkan dokumen pendukung dan menyampailran kepada
user verifikator pada jenjang terendah.

7. Setelah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada
angka 5, PNS mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data.

8. Pada tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan prroses
validasi data PNS secara interaktif oleh sistem e-PUPNS.

9. PNS dapat memantau keseluruhan proses pemutakhiran data dan
prqgress datanya masing-masing melalui sistem e-PUPNS.
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C. KEWENANGAN VERIFIKASI DATA
1. Kewenangan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf B

angka 6 dilakukan secara berjenjang yang diatur sebagai berikut:
a. Pada Instansi Rrsat

1) Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di
linglinrngan Kantor Wilayah /Kantor/lJnit Pelaksana Teknis atau
sejenis.

2l Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di
linglnrngan Kantor Rrsat.

3) Badan Kepegawaian Negara.

b. Pada Instansi Daeratr
1) Satuan Keda Perangkat Daerah (SKPD).

2l Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau sejenisnya.
3) Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
4l Badan Kepegawaian Negara.

2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka L, dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. VERIFIKASI DATA

1. User verifikator melakukan verifikasi data PNS sesuai kewenangan
yang dimiliki.

2. Verifikasi dilakukan setelah data PNS masuk ke inbox user verifikator.
3. Proses verifikasi data PNS yang dimutakhirkan dilalmkan dengan

memerhatikan dan memeriksa dokumen pendukung yang dilampirkan.

E. PENUNJUKAN USER ADMIN SISTEM E-PUPNS

1. Pelaksanaan e-PUPNS diawali dengan penunjukan user admin sistem
yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara atas usul pejabat
yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di instansi masing-
masing.

2. Ttrgas dan kewenangan user admin sistem antara lain:
a. menunjuk user verifikator;
b. melengkapi data unit kerja;
c. melengkapi data fasilitas kesehatan pemerintah; dan
d. fasilitas pendidikan di lingkungan instansinya.

3. User admin sistem instansi hanrs sudah selesai melakukan tugas dan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada tatrapan
persiapan pelaksana€u1 e-PUPNS.

F. SISTEM BANTUAN E-PUPNS/ HELP DESK SYSTEM (HDS)

1. Untuk menduLung kegiatan e-PUPNS 2OLS BKN menyiapkan sistem
bantuan/HDS.

2. HDS sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk
membantu pendaftara.n dan proses pengisian e-PUPNS apabila
mengalami kesulitan.
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IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

A. JADWAL PELAKSANAAN E-PUPNS TAHUN 2015
1. Persiapan pelaksanaan e-PUPNS dilakukan oleh user admin sistem

paling lambat akhir bulan Agustus 2O15.

2. Pengisian formulir e-PUPNS dilalrukan sampai dengan aktrir bulan
November 2015.

3. Proses verifikasi dilakukan sampai dengan akhir bulan Desember
2015.

B. PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PELAKSANA E-PUPNS
E-PUPNS dilaksanakart oleh tim pelaksana pusat dan daeratr yang terdiri
dari:
1. Penanggung jawab pelaksanaan e-PUPNS nasional adalah Kepala

Badan Kepegawaian Negara.

2. Penanggung jawab pelaksanaan e-PUPNS regional adalatr Kepala
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membenhrk tim nasional
pelaksana e-PUPNS.

4. Pimpinan Instansi Rrsat/Instansi Daerah dapat membentuk tim
pelaksana e-PUPNS di lingkungannya masing-masing.

5. Tim pelaksana e-PUPNS terdiri atas:
a. UserAdmin Sistem;
b. UserVerifikator; dan
c. User Execoftiue.

C. BUKU PETUNJUK
Untuk kemudahan pelaksanaan e-PUPNS, Badan Kepegawaian Negara
men5rusun bulm petunjuk pelaksanaan pendataan ulang Pegawai Negeri
Sipil secara elektronik tahun 2OLS dalam format sofrcopg yang dapat
diunduh di website www.bkn.go.id serta portal e-PUPNS.

D. SANKSI

1. Apabila PNS tidak melaksanakan pemutaklriran data melalui e-
PUPNS pada periode yang telatr ditentukan, data PNS tersebut akan
dikeluarkan dari database kepegawaian nasional.

2. Akibat dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 maka pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan
tidak akan diproses.
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VI. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat
penyelesaian.

2. Demikian Perattrran Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat unttrk
dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

BAD
Direktur

aslinya
NEGARA

undangan,

Haryomo Dwi hrtranto
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ANAK I,,AMPIRAN 1

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN UI"ANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEIffRONIK TATIUN 2015

BUKTI REGISTRASI

NO REGISTER :

NIP BARU

NAMA
il\tSTANSl

UNIT KERJA

Tanggal Daftar:
Selemet, -4nde talEh t€rdsftsr
PendeftEren 8fldE Ektsn diveriflkael oleh lngtansi alrdE dEn untr,rk n'lElihatgtatte rrerilik€cl dengan CekStatus,
Selanjutnye depet tcAin melanjutran untr,ik rnelekukan Pendgtaan Uleng FNS lFUFl.lg!

Terlma kesih
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ANAK I,AMPIRAN 2
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSAI{AAN PENDATAAIV UI"ANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEINRONIK TAHUN 2015

DATA UTAMA PNS

€x
{l
€a
{x
{x
r/x
fx
t/x
tx

{x
(x
i/x

P@didil6la.alhF BtFtoF.liljldr.lrnrltldt
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ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAI{ KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

DATA POSISI

Data Utarnna 0ata Fc'aisi

Instansi Induk

Inrtansl l(eria

tohmi t{eria

Satuan lderia

UrdtOrEEnlEes!

Jenb Jabatan

Eeelon

Tmt Ess

Ja&. Fungrional

Tnrt Jab Fung,

Det,i R,iras!,at Deta 6uru

Padrn K*pegaunaieft Hqga rE

Bada n Kepeg.aaraian N*gara

I{RCLF4J+TJ&n

Boda n Kep*ga','eaian Nqgara

Ef WAru KEF A6&',fAlPf"J tJffiA RA

FUFJ65!]OI{SITERTEhITU Y

rg.a t/ X

Frtnst"r Ko mp. uter 9'l uda

Dets Dokter

€x
vx
{x
{x

tfx
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AI{AK I,AMPIRAN 4
PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TATIUN 2015
TENTANG
PEDOIVIAN PELAKSANAAN PENDATAAN UI"AI{G
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2OI5

DATA RIWAYAT

RIWAYAT KELUARGA

Dstsutgrrs DebPosid

Fretuarpn

F,.eluerga i OrangTue

Data Riuaryat DstB Guru D.rtr Doks€r

Fendidihn Dilqtst Siruld.na,l Huraus p. Dillst Rtnpionel

Suami i tetri Anak

Dah

Hum
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JodsXdamln Iarrgel Leldr lempztlahh
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I
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RMAYAT DIKI"AT STRUKTURAL
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RMAYAT DIKLAT FUNGSIONAL
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RMAYAT JABATAI{
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ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTAI{G
PEDOI\{AN PELAI(SANAAN PENDATAAN ULAIIG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

DATA PNS GURU
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AI$AK I"AMPIRAI{ 6
PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

DATA PNS DOKTER
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AI{AI( I,AMPIRAN 7
PERATURAI'I KEPAI,A BADAII KEPEGAWAIANNEGARA
NOMOR 19 TATIUN 2015
TENTAIIG
PEDOMAN PELAI(SAI.IAAI{ PENDATAAI{ ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEIMRONITNATIUN 2015

DATA STATrE,HOLDER
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